UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH

umgl@ |

Perizinan Penggunaan Lahan
Usaha UMKM di Gading Fajar
Sidoarjo

Oleh:

Migdad Ardiansyah
Sri Budi Purwaningsih

Prodi Hukum
\ Universitas Muhammadiyah Sidoarijo
P ‘"}l\' Agustus,2023
Y N\
&F = Ny

1
,"}‘J\\ \\‘x\ @ wwwumsidaacid (O) umsida1912 W umsida1912 § mRinmieen @ umsidal9n2



Pendahuluan

Dalam era perkembangan ekonomi yang pesat saat ini, sektor
UMKM di Indonesia semakin berkembang. Salah satu faktor
penting yang mempengaruhi kesuksesan UMKM adalah
perizinan lahan usaha. Perizinan lahan merupakan persyaratan
hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM.

Di Gading Fajar, Sidoarjo memiliki tantfangan yang sering
dihadapi antara lain proses perizinan yang rumit dan memakan
waktu, biaya yang tinggi, dan kurangnya pemahaman tentang
pentingnya perizinan dan persyaratan perizinan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis perizinan lahan usaha UMKM
di Gading Fajar, Sidoarjo.

c.id . umsida1912 ¥ umsida1912 § ”dfw%'r?u'fﬁ SSSSSS © umsidal9i2

sssssss

@ www.umsida.



Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1.Bagaimana Perizinan Penggunaan Lahan Usaha UMKM di
Gading Fajar Sidoarjoe,

2. Apa Kendala-kendala dalam memperoleh perizinan
penggunaan lahan usaha bagi UMKM di Gading Fajare
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Metode

Metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (Statue
approach)

Beberapa bahan hukum primer yang dapat
menjadi dasar penelitian antara lain UU
UMKM Nomor 20/2008,

Bahan hukum sekunder seperti buku-buku
hukum, jurnal dan literatur hukum

-

II'I‘-- - - - - -
menganalisis dan menafsirkan isi hukum serta
mengidentifikasi konsistensi, kesesuaian, dan

ketepatan peraturan-peraturan yang berlaku
terkait dengan perizinan UMKM

-
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Perizinan Penggunaan Lahan Usaha UMKM di Gading Fajar
Sidoarjo

Penjabaran regulasi Penggunaan Lahan Usaha UMKM di
Gading Fajar Sidoarjo

Kendala-kendala dalam memperoleh perizinan penggunaan
lahan usaha bagi UMKM di Gading Fajar




« Analisis Terkait Regulasi dan Perizinan Penggunaan Lahan Usaha
UMKM di Gading Fajar Sidoarjo

]. Penggunaan lahan untuk UMKM di wilayah Gading Fajar Sidoarjo
mengharuskan para pelaku usaha mematuhi sejumlah regulasi dan
perizinan yang telah ditetapkan

2. Regulasi dan perizinan harus diterapkan dengan baik dan diawasi oleh
Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo dan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

3. Dengan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan koordinasi,
dan memberikan pembinaan, UMKM dapat berkontribusi lebih besar
dalam perekonomian lokal di Gading Fajar Sidoarjo secara berkelanjutan.




Temuan Penting Penelitian

penelitian ini mengkaiji terkait prosedur SOP perizinan l[ahan usaha

UMKM di

Gading Fagjar, Sidoarjo, Dengan adanya perbaikan yang

sistematis dan berkelanjutan, dinarapkan perizinan lahan usaha

UMKM di

dengan

bagi pert
berkonfri

Gading Fagjar, Sidoarjo dapat lebih tferatur dan sesuai
Prosedur SOP. Hal ini akan memberikan dorongan positif
umbuhan UMKM di wilayah tersebut dan pada gilirannya,

OUSI pada perekonomian nasional secara keseluruhan
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Manfaat Penelitian

1.

2.

Proses perizinan lahan di Fajar Gading Sidoarjo menjadi lebih
sitematis dan mempermudah pelaku UMKM

Menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan koordinasi,

dan memberikan pembinaan kepada UMKM agar proses
perizinan berjalan lebih lancar.

. Penerapan perizihan yang fepat akan memastikan

perftumbuhan UMKM yang berkelanjutan di Gading Fagjar
Sidoarjo, serta mendorong konftribusi yang lebih besar dari
UMKM dalam perekonomian lokal
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